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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul “HUKUM
PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA: Teori, Kewenangan, dan
Transformasi Digital” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir
untuk mengisi kebutuhan literatur hukum yang komprehensif,
khususnya di bidang hukum penanaman modal dan perizinan
berusaha, yang terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan
kebijakan nasional dan perkembangan teknologi.

Perizinan berusaha merupakan pintu gerbang utama bagi iklim
investasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022)
serta turunannya, seperti Peraturan Pemerintah tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (0SS RBA), lanskap hukum perizinan
berubah secara fundamental. Buku ini hadir untuk mengupas secara
sistematis, mulai dari fondasi teori kewenangan pemerintah di bidang
perizinan, pergeseran paradigma dari bestuursvergunning menuju
perizinan berusaha, hingga implementasi sistem Online Single
Submission (0SS) sebagai bentuk transformasi digital pelayanan
publik.

Buku ini terbagi ke dalam beberapa bagian utama. Bagian
pertama membahas teori-teori dasar hukum perizinan, asas-asas
penyelenggaraan kewenangan, serta konsep negara kesejahteraan
(welfare  state) dalam konteks pengaturan usaha. Bagian
kedua mengurai kewenangan pemerintah pusat dan daerah pasca-
omnibus law, termasuk mekanisme delegasi, mandat, dan pembagian
urusan konkuren. Bagian ketiga menyajikan analisis mendalam
tentang transformasi digital, mulai dari dasar hukum OSS,
implementasi perizinan berbasis risiko, hingga tantangan hukum
seperti perlindungan data pribadi dan validitas tanda tangan
elektronik.
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Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak
yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum administrasi
negara dan praktik perizinan berusaha di Indonesia. Kiranya buku ini
mampu menjadi rujukan yang aplikatif bagi para pemangku
kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang mudah, transparan,
dan akuntabel.

Selamat membaca.

Penulis
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Konsep Dan Terminologi Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara

Pendahuluan

Perizinan merupakan salah satu instrumen yuridis yang memiliki
posisi strategis dalam bangunan Hukum Administrasi Negara (HAN).
Dalam konsepsi negara hukum (rechtstaat), setiap tindakan
pemerintahan harus berlandaskan pada asas legalitas (wetmatigheid
van bestuur), yang menegaskan bahwa kewenangan administrasi
hanya dapat dijalankan apabila memiliki dasar hukum yang jelas
(Hadjon, 2005). Dalam konteks tersebut, perizinan menjadi bentuk
konkret pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertujuan
mengatur, membatasi, sekaligus melegitimasi tindakan warga negara,
khususnya dalam bidang kegiatan usaha.

Secara teoritik, perizinan lahir dari kebutuhan negara untuk
menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum.
Negara modern tidak lagi dipahami sebagai entitas pasif yang sekadar
menjaga ketertiban (nachtwakerstaat), melainkan sebagai negara
kesejahteraan (welfare state) yang aktif mengintervensi berbagai
sektor kehidupan sosial dan ekonomi (Asshiddiqie, 2010). Intervensi
tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum
administrasi, salah satunya adalah izin sebagai bentuk keputusan tata
usaha negara (beschikking).

Dalam doktrin HAN, izin dipahami sebagai persetujuan dari
pejabat administrasi negara yang memperkenankan dilakukannya
suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang atau dibatasi oleh
peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018). Oleh karena itu, izin
bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen
normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu aktivitas dalam
perspektif hukum publik. Tanpa adanya izin, suatu kegiatan tertentu
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
administratif (Hadiyantina, 2024).

Sebagai instrumen pengendalian, izin memiliki karakter
preventif. Pemerintah menggunakan mekanisme perizinan untuk
melakukan pengawasan ex ante terhadap potensi dampak suatu
kegiatan terhadap ketertiban umum, keselamatan, kesehatan
masyarakat, dan kelestarian lingkungan (Indroharto, 1993). Fungsi
preventif ini membedakan izin dari sanksi administratif yang bersifat
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represif (ex post). Dalam kerangka ini, izin berfungsi sebagai filter
hukum sebelum suatu aktivitas dijalankan.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, sistem perizinan kerap menghadapi problem struktural.
Kompleksitas regulasi, tumpang tindih kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah pasca desentralisasi, serta prosedur
birokrasi yang panjang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ekonomi biaya tinggi (Manan, 2004). Perizinan sering kali
dipersepsikan bukan sebagai instrumen tata kelola yang rasional,
melainkan sebagai hambatan administratif yang mengurangi daya
saing investasi.

Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya transformasi
paradigma dalam sistem perizinan nasional. Melalui reformasi
regulasi yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, negara mengadopsi pendekatan perizinan berbasis
risiko (risk-based approach). Pendekatan ini mengklasifikasikan
kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi risikonya, sehingga
intensitas pengaturan dan persyaratan izin disesuaikan dengan
dampak yang mungkin ditimbulkan.

Secara konseptual, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari
model rule-based regulation menuju risk-based regulation. Negara
tidak lagi mengatur seluruh kegiatan usaha dengan derajat kontrol
yang sama, tetapi melakukan diferensiasi berdasarkan tingkat risiko
terhadap kepentingan publik. Model ini sejalan dengan perkembangan
teori regulasi modern yang menekankan efektivitas, proporsionalitas,
dan efisiensi dalam intervensi negara (Baldwin, et al., 2012).

Digitalisasi sistem perizinan melalui Online Single Submission
(OSS) juga memperlihatkan transformasi tata kelola administrasi
menuju e-government. Keputusan administrasi tidak lagi sepenuhnya
lahir melalui proses manual, tetapi melalui sistem elektronik
terintegrasi. Hal ini menimbulkan implikasi yuridis baru terkait
validitas keputusan elektronik, pertanggungjawaban pejabat, serta
jaminan kepastian hukum dalam sistem otomatisasi administrasi
(Indrajit, 2016).
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Di tengah transformasi tersebut, penting untuk menegaskan
bahwa perizinan tetap merupakan bagian dari rezim hukum
administrasi yang tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, asas proporsionalitas,
asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan (Pasal 10 UU 30/2014).
Reformasi perizinan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip
fundamental tersebut demi alasan efisiensi semata.

Maka dari itu, pembahasan mengenai konsep dan terminologi
perizinan dalam HAN tidak hanya relevan secara teoritik, tetapi juga
strategis dalam konteks reformasi regulasi nasional. Pemahaman
konseptual yang mendalam diperlukan agar transformasi sistem
perizinan tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis serta
mampu  menciptakan  keseimbangan antara perlindungan
kepentingan umum dan kepastian berusaha.

Pengertian dan Hakikat Perizinan dalam Hukum
Administrasi Negara

Perizinan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara tidak dapat
dipahami semata sebagai prosedur administratif yang bersifat teknis.
la merupakan konstruksi yuridis yang lahir dari relasi antara
kewenangan negara dan kebebasan warga negara dalam menjalankan
aktivitasnya. Dalam sistem negara hukum, pembatasan terhadap
kebebasan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan norma
hukum yang jelas serta melalui mekanisme yang dapat
dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai
pengertian dan hakikat perizinan harus diletakkan dalam konteks
teori kewenangan, fungsi pengaturan negara, dan prinsip legalitas
sebagai fondasi utama tindakan pemerintahan.

Selain itu, dinamika regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa
perizinan mengalami perkembangan makna yang signifikan. Semula
perizinan diposisikan sebagai instrumen pengendalian administratif
yang Kketat, kini izin juga dipahami sebagai sarana fasilitasi dan
instrumen kebijakan publik dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi. Perubahan orientasi tersebut menuntut penegasan kembali
konsep dasar izin dalam perspektif doktrin Hukum Administrasi
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Pendahuluan

Perizinan dalam sistem hukum administrasi negara merupakan
instrumen yuridis yang berfungsi sebagai titik temu antara
kewenangan publik dan kebebasan privat. Dalam negara hukum
modern (rechtstaat), setiap tindakan pemerintahan harus memiliki
dasar legalitas yang jelas, termasuk dalam hal pembatasan maupun
pemberian akses terhadap kegiatan usaha. Izin pada hakikatnya
adalah bentuk persetujuan pemerintah yang memberikan legitimasi
terhadap suatu aktivitas yang pada prinsipnya dibatasi oleh norma
hukum umum (Hadjon, 2002). Maka dari itu, perizinan bukan sekadar
prosedur administratif, melainkan mekanisme normatif untuk
memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan
kepentingan umum.

Secara teoritis, izin (vergunning) dipahami sebagai keputusan
tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai pengecualian atas
larangan umum (Ridwan, 2018). Konsepsi ini menunjukkan bahwa
perizinan berakar pada fungsi pengendalian (control function) dalam
hukum administrasi. Negara menetapkan larangan normatif terhadap
suatu aktivitas, kemudian melalui mekanisme izin, negara
memberikan ruang legal bagi subjek hukum untuk melakukan
aktivitas tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Pola ini
mencerminkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam
tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan sistem perizinan tidak
dapat dilepaskan dari dinamika sejarah ketatanegaraan dan
perubahan paradigma pembangunan nasional. Pada masa kolonial,
izin berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan eksploitasi
ekonomi untuk kepentingan pemerintah kolonial. Setelah
kemerdekaan, perizinan menjadi alat konsolidasi kedaulatan ekonomi
nasional. Memasuki era Orde Baru, izin berkembang menjadi
instrumen stabilisasi politik dan akselerasi investasi. Sementara itu,
era reformasi menghadirkan desentralisasi kewenangan perizinan
yang membawa implikasi terhadap fragmentasi regulasi.
Transformasi terbaru ditandai dengan digitalisasi dan penerapan
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pendekatan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission
(OSS) yang bertujuan menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan
daya saing investasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang).

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa perizinan
bukan institusi hukum yang statis, melainkan konstruksi normatif
yang terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan
ekonomi. Evolusi perizinan mencerminkan pergeseran orientasi
negara: dari negara pengendali (regulatory state) yang dominan,
menuju negara fasilitator (facilitative state) yang menempatkan
pelayanan publik dan efisiensi sebagai prioritas. Namun demikian,
setiap fase perkembangan tersebut juga menyisakan persoalan, baik
dalam bentuk sentralisasi berlebihan, tumpang tindih kewenangan,
hingga kompleksitas administratif yang berdampak pada
ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif teori kewenangan, perizinan merupakan
manifestasi atribusi dan delegasi kekuasaan pemerintahan.
Kewenangan untuk menerbitkan izin harus memiliki dasar hukum
yang jelas, sesuai dengan prinsip legalitas sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan
Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, analisis sejarah
perizinan tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi
juga menyangkut pergeseran distribusi kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah serta relasi antara cabang kekuasaan
eksekutif dan mekanisme pengawasan yudisial.

Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, perizinan
memiliki dimensi strategis sebagai indikator kualitas iklim investasi.
Laporan Ease of Doing Business yang selama bertahun-tahun dirilis
oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur
perizinan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi daya
tarik investasi suatu negara (World Bank Publications, 2020). Hal ini
mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi
regulasi secara sistemik, yang berpuncak pada lahirnya rezim
perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
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Kendati demikian, simplifikasi perizinan juga menimbulkan
perdebatan normatif. Di satu sisi, deregulasi diperlukan untuk
meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan publik. Di sisi
lain, pengurangan prosedur administratif berpotensi melemahkan
fungsi pengawasan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup,
hak-hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian dalam
pembangunan berkelanjutan (Helmi, 2012). Oleh karena itu, studi
mengenai sejarah dan evolusi perizinan menjadi penting untuk
memahami keseimbangan antara fungsi fasilitatif dan fungsi protektif
negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam bab ini
bertujuan untuk menelusuri perkembangan historis sistem perizinan
di Indonesia secara kronologis, menganalisis perubahan paradigma
hukum administrasi yang mendasarinya, dan mengkaji implikasi
transformasi digital terhadap struktur kewenangan dan kepastian
hukum.

Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-historis dengan
analisis konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan
doktrin hukum administrasi negara. Dengan memahami fondasi
historis dan evolusi normatif perizinan, pembahasan pada bagian
selanjutnya mengenai kewenangan dan transformasi digital dapat
ditempatkan dalam kerangka teoritik yang utuh dan kritis.

Perizinan pada Masa Kolonial: Instrumen Pengendalian dan
Ekstraksi Ekonomi
Sistem perizinan di Indonesia pada masa kolonial tidak dapat
dilepaskan dari karakter dasar pemerintahan Hindia Belanda yang
berorientasi pada eksploitasi ekonomi dan stabilitas kekuasaan.
Dalam konstruksi hukum kolonial, izin berfungsi sebagai instrumen
pengendalian administratif yang memberikan legitimasi kepada
pemerintah kolonial untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi
aktivitas ekonomi masyarakat. Perizinan tidak didesain sebagai
sarana pelayanan publik, melainkan sebagai mekanisme kontrol
terhadap sumber daya dan aktivitas ekonomi yang bernilai strategis.
Secara normatif, fondasi tata pemerintahan kolonial diatur dalam
Indische Staatsregeling (1S) 1925 yang memberikan kewenangan luas

Ade Imam Muttaqien Halim




Sejarah dan Evolusi Perizinan di Indonesia

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press

E. Utrecht, (1962), Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,
Jakarta : Ichtiar

Hadjon, Philipus M., (1987), Perlindungan Hukum bagi Rakyat di
Indonesia, Surabaya : Bina [lmu

Hadjon, Philipus M., (2002), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Harsono, Boedi, (2008), Hukum Agraria Indonesia : Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta : Djambatan

Helmi, (2012), Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta : Sinar
Grafika

Hill, Hal (2000), The Indonesian Economy, Cambridge : Cambridge
University Press

HR., Ridwan, (2018), Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali
Pers

Indische Mijnwet 1899 (Staatsblad 1899 No. 214).

Indische Staatsregeling (Staatsblad van Nederlandsch-Indié 1925 No.
447).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sakti, Eka, (2020), “Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan
Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem 0SS)”,
DHARMASISYA Vol. I NO. 1 Maret, doi :
https://scholarhub.ui.ac.id /cgi/viewcontent.cgi?article=1011&co
ntext=dharmasisya

Setlight, Mercy Maria Magdalena, etal, (2025), “Analisis Hukum
Pengaturan Izin Usaha Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia”,
Jurnal Tana Mana Vol 6 No. 1, April doi
https://ojs.staialfurgan.ac.id /jtm/

Ade Imam Muttaqien Halim



https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=dharmasisya
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=dharmasisya
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Sejarah dan Evolusi Perizinan di Indonesia

Supriyanto, (2019), “Problematika dan Reformasi atas Sistem
Perizinan di Indonesia”. Jurnal Education and Development, Institut
Pendidikan Tapanuli Selatan, 7(4), November 2019. doi
https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1356

Tullock, Gordon, (1967), “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies,
and Theft,” Western Economic Journal, vol. 5, p. 224-232. doi :
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-3263-
02

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

World Bank, (2006), Doing Business 2006 : Creating Jobs, Washington
D.C.: World Bank Publications

World Bank, (2020), Doing Business 2020 : Comparing Business
Regulation in 190 Economies, Washington D.C. : World Bank
Publications

Ade Imam Muttaqien Halim


https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1356
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-3263-0_2
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-3263-0_2

Sejarah dan Evolusi Perizinan di Indonesia

PROFIL PENULIS

Ade Imam Muttaqien Halim, S.H.,
M.H.
Penulis adalah akademisi, peneliti, dan
penulis yang memiliki kompetensi
keilmuan pada bidang hukum, khususnya
dalam pengembangan kajian hukum
ekonomi, hukum perlindungan konsumen,
kebijakan fiskal, dan hukum ekonomi
‘ Islam. la menyelesaikan pendidikan
Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum
(M.H.) dengan fokus pada penguatan analisis hukum normatif yang
diperkaya dengan pendekatan konseptual dan filosofis, sehingga
membentuk karakter akademik yang kritis, argumentatif, dan
berbasis metodologi ilmiah yang sistematis.

Sebagai dosen pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi [Imu
Ekonomi Enam Enam Kendari, ia aktif mengembangkan integrasi
antara disiplin hukum dan ekonomi dalam perspektif interdisipliner.
Dalam aktivitas akademiknya, ia tidak hanya berfokus pada
pengajaran, tetapi juga pada pengembangan riset yang responsif
terhadap dinamika regulasi dan kebijakan publik di Indonesia.
Keilmuan yang digelutinya menempatkan hukum sebagai instrumen
rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang harus mampu
menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, proporsional, dan
berorientasi pada kemaslahatan.

Bidang penelitian yang menjadi fokus utamanya meliputi analisis
kebijakan perpajakan—terutama implementasi kenaikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 12%—dalam perspektif maslahat mursalah,
kajian keabsahan transaksi cryptocurrency dalam kerangka hukum
perlindungan konsumen dan pendekatan saddu dzari’ah, serta
penguatan literasi hukum pelaku UMKM dalam penerapan labelisasi
halal sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan pengembangan usaha.
Ketertarikannya pada isu-isu tersebut menunjukkan konsistensi
dalam mengkaji relasi antara regulasi negara, kepentingan ekonomi
masyarakat, dan nilai-nilai normatif hukum Islam.

Ade Imam Muttaqien Halim




Sejarah dan Evolusi Perizinan di Indonesia

Dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah, ia mengedepankan
pendekatan metodologis yang komprehensif, berbasis literatur
mutakhir, serta analisis yang mendalam dan terstruktur. la menaruh
perhatian besar pada ketajaman rumusan masalah, konsistensi
argumentasi, dan relevansi teoritis-praktis dari setiap karya ilmiah
yang dihasilkan. Komitmennya terhadap integritas akademik
tercermin dari upaya menghasilkan karya yang orisinal, bebas
plagiasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

Selain aktif dalam penelitian, ia juga terlibat dalam berbagai
kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), khususnya dalam
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota
Kendari. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan literasi
hukum, kesadaran regulatif, dan penguatan daya saing usaha melalui
pendekatan edukatif dan partisipatif. Baginya, tridharma perguruan
tinggi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk
tanggung jawab moral dan intelektual terhadap masyarakat.

Ke depan, ia berkomitmen untuk terus mengembangkan
penelitian pada ranah hukum ekonomi dan kebijakan publik berbasis
magqashid syariah, dengan orientasi pada terciptanya sistem hukum
dan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui
dedikasi akademik dan konsistensi dalam publikasi ilmiah, ia
berupaya memberikan kontribusi nyata dalam penguatan wacana
hukum ekonomi nasional dan pengembangan literatur akademik yang
berkualitas.

E-mail Penulis : adeimam14@gmail.com

Ade Imam Muttaqien Halim


mailto:adeimam14@gmail.com

ﬁ'

BAB 3
PRINSIP-PRINSIP
UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK (AAUPB)
DALAM PERIZINAN

Khairunnisa, S.H., M.H., C. PLA.
Universitas Borneo Lestari




Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam Perizinan

Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan
seperangkat asas yang menjadi pedoman bagi penyelenggara
pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yang
berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan
pemerintah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Secara konseptual, AAUPB ini berkembang dari praktik hukum
administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Belanda, yang
dikenal dengan istilah algemene beginselen van behoorlijk bestuur
yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia sebagai
bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
atau good governance.

AAUPB diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang
tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib
berpedoman pada AAUPB dalam menetapkan keputusan dan/atau
melakukan tindakan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa
AAUPB tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan
hukum yang mengikat.

Selain itu, AAUPB juga sebagai standar etik dan moral dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam AAUPB mencerminkan nilai-
nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh
setiap aparatur negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
AAUPB merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi
negara yang berfungsi sebagai pedoman, batasan, sekaligus alat
kontrol terhadap tindakan pemerintah. Keberadaan AAUPB sangat
penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel, serta dalam memberikan perlindungan hukum yang
optimal bagi masyarakat.

Jenis-Jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(AAUPB)
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, AAUPB

meliputi beberapa asas, antara lain :
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1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengandung beberapa unsur penting,
antara lain adanya aturan yang jelas, tidak bertentangan satu sama
lain, mudah dipahami, serta dapat dilaksanakan secara konsisten.
Kejelasan aturan hukum sangat diperlukan agar masyarakat dapat
mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan dan apa yang
dilarang. Selain itu, konsistensi dalam penerapan hukum juga
menjadi faktor penting untuk menciptakan rasa keadilan, karena
hukum yang diterapkan secara berbeda-beda akan menimbulkan
ketidakpastian dan diskriminasi.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, asas kepastian
hukum tercermin dalam berbagai aspek, seperti kejelasan
prosedur, transparansi persyaratan, serta kepastian waktu dalam
penyelesaian suatu urusan administratif, termasuk dalam
perizinan. Misalnya, dalam proses perizinan, masyarakat harus
mengetahui secara jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi,
biaya yang dikenakan, serta jangka waktu penyelesaian izin.
Apabila hal-hal tersebut tidak diatur secara jelas, maka akan
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh
aparat pemerintah.

2. Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan
atau kebaikan, adanya pertimbangan terhadap kepentingan
masyarakat secara luas, serta adanya keseimbangan antara
manfaat dan risiko dari suatu kebijakan. Pemerintah dalam hal ini
harus mampu menilai apakah suatu keputusan akan membawa
dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak
negatifnya. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus
melalui proses pertimbangan yang matang dan komprehensif.
Prinsip ini menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan
utama dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh
penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi
negara, asas kemanfaatan mengharuskan pemerintah untuk tidak
hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga
mempertimbangkan dampak nyata dari kebijakan tersebut bagi
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masyarakat. Artinya, suatu keputusan yang sah secara hukum
belum tentu memenuhi asas kemanfaatan apabila tidak
memberikan nilai positif atau justru merugikan masyarakat.

Asas kemanfaatan berkaitan erat dengan Kkonsep
kesejahteraan sosial (social welfare). Pemerintah sebagai
penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh
karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada hasil yang
dirasakan langsung oleh masyarakat.

. Asas Ketidakberpihakan (Imparsialitas)

Asas ketidakberpihakan menghendaki agar setiap penyelenggara
pemerintahan bertindak secara objektif, adil, dan tidak memihak
kepada kepentingan tertentu dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya. Asas ini menuntut agar setiap keputusan dan
tindakan administratif yang diambil oleh pejabat pemerintah
didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan profesional,
bukan karena adanya kepentingan pribadi, kelompok, maupun
tekanan dari pihak tertentu. Dengan demikian, asas
ketidakberpihakan menjadi landasan penting dalam menciptakan
pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Asas ini mengharuskan pemerintah bersikap netral, objektif,
dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan
yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang adil dan tidak
diskriminatif. @~ Dalam konteks pelayanan publik, asas
ketidakberpihakan =~ mengharuskan  aparatur  pemerintah
memberikan pelayanan yang sama kepada setiap masyarakat.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa kepada pihak tertentu,
misalnya karena faktor kedekatan, jabatan, atau kemampuan
ekonomi. Semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang
setara.

. Asas Kecermatan
Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan tindakan
pejabat pemerintahan dilakukan secara teliti, hati-hati, dan
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Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai Sumber Kewenangan
Perizinan

Izin bukan sekadar instrumen administratif, melainkan manifestasi
dari fungsi pengendalian negara (sturingsfunctie) terhadap hak-hak
warga negara yang dibatasi oleh kepentingan umum. Wewenang
pemerintah memberikan izin berakar pada Pasal 33 UUD 1945. Izin
adalah instrumen bagi negara untuk memastikan pemanfaatan
sumber daya memberikan "sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Pergeseran dari pre-approval ke perizinan berbasis risiko dalam UU
Cipta Kerja secara prinsip masih dapat konsisten dengan mandat
“penguasaan negara” yang publik-mandatori, tetapi implementasinya
saat ini menimbulkan deviasi dan risiko penyimpangan esensi
tersebut.

Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) memberi negara
kewenangan menetapkan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola,
dan mengawasi SDA demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan
batas: tujuan kemakmuran umum, hak individu/badan hukum, dan
hak ulayat masyarakat adat (Sembiring, 2016; Ridwan, 2023).
Instrumen utama HMN di sektor SDA dan usaha adalah perizinan
administratif yang memungkinkan negara mengendalikan
pemanfaatan sumber daya, mencegah kerusakan lingkungan, dan
menjamin fungsi sosial tanah/tambang (Kasim et al.,, 2023; Haykal &
Lasmana, 2015; Ridwan, 2023). Dalam mineral-batubara, pergeseran
ke sistem izin (bukan kontrak) justru dipandang sebagai
implementasi putusan MK tentang HMN, dan sentralisasi wewenang
ke pusat tidak otomatis bertentangan dengan HMN sepanjang
pengelolaan efektif dan berorientasi kemakmuran rakyat (Yanto &
Hikmah, 2023; Ananda et al., 2025).

UU Cipta Kerja memposisikan izin berusaha sebagai approval
negara (pusat/daerah) yang tetap menjadi syarat sebelum kegiatan
jalan, dan memakai OSS-RBA untuk memudahkan kontrol dan
pengawasan berbasis risiko (Setiarma et al., 2024; Kristantiya et al.,
2023). Secara desain, ini masih selaras dengan karakter
publik-mandatori HMN karena negara tetap memegang fungsi
pengaturan, pemberian izin, dan pengawasan (Kasim et al., 2023;
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Setiarma et al, 2024; Kristantiya et al, 2023). Namun riset
menunjukkan beberapa pergeseran yang mengaburkan esensi

tersebut:

Tabel 4.1: Dimensi Kunci Konsistensi Risk-Based Licensing

Dengan HMN
Dimensi Temuan kunci Implikasi ke HMN
0SS-RBA menggeser pemda dari Menguatkan kontrol

Otonomi daerah

pengambil keputusan menjadi
pelaksana administratif;
Klasifikasi risiko dan penerbitan
izin terkonsentrasi di pusat

pusat, tetapi melemahkan
pengawasan kontekstual
dan partisipasi lokal yang

(Syafakhorrahman & Miftah, Ssekr)lsml b bagi
2025; Pambudhi & Virgy, 2022; kiemzli";‘g ;erfla;akyat,,
Ananda et al., 2025)

Perizinan lingkungan diubah

menjadi “persetujuan

lingkungan” dan disubordinasi | Risiko reduksi fungsi

ke perizinan berusaha, dengan

perlindungan lingkungan

Lingkungan orientasi kuat pada kemudahan | sebagai bagian integral
investasi (Rahman et al.,, 2022; | HMN
Pambudhi & Virgy, 2022;
Adikancana & Santosa, 2024)
Ambiguitas pemlalf';m r1.51.ko, Mengaburkan sifat
belum terakomodasinya risiko

. P . komando

Kepastian kumulatif/sistemik, serta : .

. . publik-mandatori karena
hukum & | problem kepastian hukum (mis. standar dan akuntabilitas
akuntabilitas fiktif positif dalam OSS-RBA) encendalian hegara

(Hariyanto, 2022; Sharon, 2021; f’emgh &

Nurhayati et al., 2025)

Sumber: Diolah Penulis

Secara konseptual, risk-based licensing dalam UU Cipta Kerja
masih dapat dipahami sebagai instrumen “penguasaan negara” yang
publik-mandatori. Namun orientasi kuat pada deregulasi dan
investasi, pelemahan peran substantif daerah, serta problem
kepastian dan akuntabilitas berisiko menjauhkan praktiknya dari
esensi HMN sebagai amanat konstitusional untuk melindungi rakyat
dan lingkungan.

Simplifikasi
mendegradasi fungsi perlindungan lingkungan yang seharusnya

Vegitya Ramadhani Putri
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dijalankan dalam kerangka konstitusi hijau. Review terhadap UU Cipta
Kerja menunjukkan: pembebasan kewajiban AMDAL bagi banyak izin
yang “cukup” sesuai rencana tata ruang, padahal hanya +10% daerah
punya rencana rinci, dan dimensi lingkungan jarang terintegrasi
dalam penataan ruang (Hadi et al, 2023). Kesimpulannya, ]JCL
“menyingkirkan keberlanjutan” dan berpotensi mendorong degradasi
lingkungan lebih lanjut (Hadi et al,, 2023).
Penghapusan atau transformasi izin lingkungan dalam skema Cipta
Kerja menggeser AMDAL menjadi sekadar syarat administratif untuk
izin usaha dan menyulitkan terbentuknya sistem perizinan
lingkungan yang terpadu, dinilai bertentangan dengan prinsip tata
urutan dan materi muatan UU PPLH (Rahmat, 2020). Ini melemahkan
izin sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang diamanatkan
UU 32/2009 (Devara et al., 2021; Falah & Ruhaeni, 2025). Analisis
tentang “industrialisasi perizinan wusaha” menunjukkan, bila
simplifikasi hanya diarahkan pada percepatan investasi tanpa model
green investment dan tanpa menempatkan lingkungan sebagai subjek
hukum, maka kearifan lingkungan dan semangat green constitution
cenderung terdegradasi (Putu et al.,, 2024).

Studi kota Makassar justru menemukan bahwa prosedur yang
berbelit, koordinasi lemah, dan pengawasan buruk membuat izin
lingkungan tidak efektif dan berkontribusi pada polusi tinggi;
penyederhanaan prosedur disertai penguatan pengawasan dan sanksi
direkomendasikan untuk memperbaiki perlindungan lingkungan
(Masse et al, 2024). Model berbasis risiko dalam persetujuan
lingkungan juga bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan
kesehatan lingkungan bila perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan dilakukan ketat (Devara et al., 2021). Secara normatif,
konstitusi hijau menuntut izin sebagai instrumen pencegahan dan
kendali demi kelestarian. Simplifikasi yang berorientasi semata pada
kemudahan investasi, seperti dikritik dalam UU Cipta Kerja, berisiko
nyata mendegradasi fungsi perlindungan lingkungan; hanya
simplifikasi yang dibarengi penataan tata ruang, persyaratan
substantif, dan pengawasan kuat yang tetap sejalan dengan amanat
konstitusi hijau.
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Teori Kewenangan dan Delegasi dalam Perizinan

Konsep Kewenangan dalam Perizinan

1. Definisi Kewenangan
Kewenangan dalam perizinan merujuk pada hak dan tanggung
jawab yang diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintah
untuk memberikan izin atas dasar hukum yang berlaku. Dalam
konteks hukum administrasi negara, kewenangan adalah
kemampuan untuk melakukan tindakan administratif yang sah dan
mengikat, seperti memberikan izin yang diperlukan oleh individu
atau badan wusaha. Kewenangan ini diberikan berdasarkan
peraturan yang ada, yang memastikan bahwa setiap keputusan
yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kewenangan dalam perizinan sangat penting untuk menjaga agar
seluruh kegiatan yang memerlukan izin dilakukan dengan
mengikuti standar dan aturan yang sudah ditetapkan (Riantisari,
Nurrokhmini, & Tamtama, 2024).

Secara umum, kewenangan dalam perizinan berkaitan dengan
otoritas yang diberikan oleh negara kepada pemerintah atau
lembaga terkait untuk memberikan izin kepada pihak yang
membutuhkan (Riantisari et al., 2024). Kewenangan ini dapat
bersifat luas, seperti kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
pusat dalam menetapkan regulasi perizinan, maupun lebih
terbatas pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah
daerah untuk mengelola izin di wilayah mereka. Dalam hukum
administrasi, kewenangan memiliki dasar yang kuat, yaitu undang-
undang dan peraturan pemerintah yang mengatur prosedur
pemberian izin. Tanpa kewenangan yang jelas, proses perizinan
bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Kewenangan dalam perizinan tidak hanya sekadar memberi
izin, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pemegang izin.
Setiap pemberian izin harus mempertimbangkan aspek hukum dan
teknis yang ada, seperti dampak lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh
lembaga perizinan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh
tanggung jawab (Siombo, 2014). Setiap lembaga yang memiliki
kewenangan dalam pemberian izin harus menjaga integritas dan
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objektivitas dalam setiap prosesnya, agar tidak menimbulkan
penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak.

Hukum perizinan mengatur jenis-jenis izin yang dapat
dikeluarkan, serta pihak-pihak yang berwenang untuk
mengeluarkannya. Salah satu contohnya adalah izin lingkungan,
yang diatur oleh kementerian atau lembaga terkait, yang memiliki
kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang
diberikan izin tidak mencemari lingkungan. Kewenangan ini
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan
lingkungan, sekaligus mengatur batasan-batasan tertentu agar
pemegang izin dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan norma
yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan dalam perizinan
mencakup banyak hal, mulai dari pengaturan, pengawasan, hingga
sanksi jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, kewenangan dalam perizinan juga berkaitan dengan
upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan
swasta. Dalam banyak kasus, kewenangan ini berfungsi untuk
memastikan bahwa kegiatan yang diberikan izin tidak hanya
menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi
masyarakat luas. Kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga dapat
menciptakan sistem perizinan yang efisien dan adil (Nofrizal,
Hayatul Ismi, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan kewenangan
dalam perizinan harus dilakukan secara bijaksana, dengan
mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Penting untuk dipahami bahwa kewenangan dalam perizinan
tidak bersifat mutlak dan dapat terbatas. Setiap kewenangan yang
dimiliki oleh suatu lembaga atau pemerintah harus dilaksanakan
dengan memperhatikan batasan yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk
menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan
pihak lain. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan
kewenangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, agar
kewenangan yang ada dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.
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Dalam konteks hukum perizinan, kewenangan juga mencakup
keputusan-keputusan administratif yang harus diambil oleh
instansi pemerintah terkait. Misalnya, suatu instansi yang
diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha harus
memutuskan apakah suatu permohonan izin layak diberikan atau
ditolak, berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan
dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga setiap keputusan yang
diambil tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan
terhadap pihak-pihak yang terlibat (Alvin Nashir, 2024).

Sebagai contoh, kewenangan yang dimiliki oleh Badan
Pengelola Lingkungan Hidup dalam memberikan izin lingkungan
bagi perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
ada. Mereka harus memeriksa dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan sebelum memberikan izin.
Kewenangan tersebut penting untuk memastikan bahwa aktivitas
yang dilakukan oleh perusahaan tidak merusak lingkungan,
sekaligus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.

Sistem perizinan di Indonesia, melalui kewenangan yang ada,
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak.
Dengan adanya kewenangan yang jelas, masyarakat dan pengusaha
dapat mengetahui dengan pasti syarat dan prosedur yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu, kewenangan
dalam perizinan bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi juga
berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik dan efektif. Dengan demikian,
kewenangan dalam perizinan sangat mendasar dalam mengatur
hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam
setiap kegiatan yang memerlukan izin.

2. Pembagian Kewenangan dalam Perizinan
Pembagian kewenangan dalam perizinan di Indonesia sangat
penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan tepat sasaran.
Kewenangan ini dibagi antara pemerintah pusat dan daerah
berdasarkan prinsip desentralisasi yang tercantum dalam Undang-
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Pendahuluan

Pemilihan bentuk negara kesatuan oleh Indonesia yang ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi
landasan terciptanya hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.
(Widodo et al., 2023). Lebih lanjut, Pasal 18A UUD 1945 mengatur
bahwa hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah, baik
provinsi, kabupaten, maupun kota, harus diatur melalui UU yang
mempertimbangkan karakteristik dan keberagaman masing-masing
daerah (Desty Novita Sari et al., 2024).

Dalam kajian teoritis, terdapat 3 model hubungan pusat dan
daerah. Satu, otonomi relatif. Model ini memberikan wewenang cukup
besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan
internalnya, sambil tetap menghormati keberadaan pemerintah pusat
sebagai bagian integral dari negara. Pembagian urusan pemerintahan
dalam model ini dilakukan secara bersama-sama dengan pusat atau
berbeda dari urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Model ini
mencerminkan prinsip desentralisasi yang menegaskan kebebasan
politik melalui kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Duag,
model agensi. Menurut pola ini, pemerintah daerah berfungsi menjadi
perpanjangan tangan pusat dalam melaksanakan kebijakan yang telah
dirancang oleh pempus. Fungsi ini mencerminkan peran pemda
sebagai pelaksana tugas dari pemerintah pusat dalam urusan
pemerintahan tertentu. Tiga, model interaksi. Model ini menunjukkan
keterkaitan antara pusat dan daerah dalam hubungan yang kompleks.
Antara pusat dan daerah saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam
proses politik, keduanya berinteraksi melalui mandat yang saling
berkaitan dengan isu-isu yang dibahas (Prasetyo et al., 2023).

Sementara itu, menurut Bagir Manan, terdapat 3 sistem rumah
tangga yang dapat digunakan untuk menentukan kewenangan antara
(Jenar etal., 2024)

Pertama, Sistem Rumah Tangga Formal (Otonomi Formal). Sistem
ini mengatur pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab
antara pusat dan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan
tertentu, akan tetapi pembagian wewenang tersebut tidak dijelaskan
secara rinci. Prinsip yang mendasarinya adalah urusan yang dikelola
oleh pusat dan daerah adalah sama. Secara teoritis, sistem ini
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memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah
tangganya dengan batasan bahwa daerah tidak boleh mengambil
wewenang yang menurut undang-undang merupakan wewenang
pusat.

Kedua, Sistem Rumah  Tangga  Materiil  (Otonomi
Material /Substantif). Menurut sistem ini, antara pusat dan daerah
telah memiliki pembagian yang jelas perihal wewenang tugas, dan
tanggung jawab. Sistem ini berdasarkan pada prinsip bahwa terdapat
perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah.
Urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah ditentukan secara
spesifik. Daerah hanya diperbolehkan untuk mengatur dan mengelola
urusan rumah tangga yang telah diserahkan kepada daerabh,
sementara urusan di luar itu tidak diperkenankan. Dengan demikian,
sistem ini tidak bergantung pada inisiatif dan prakarsa daerah yang
bersangkutan.

Ketiga, Sistem Rumah Tangga Riil (Otonomi Riil). Berdasarkan
sistem ini, daerah memiliki kebebasan untuk mengatur serta
mengelola semua hal yang dianggap penting, selama belum diatur oleh
pemerintah pusat. Faktor-faktor nyata yang ada dan terjadi di daerah
menjadi acuan dalam melaksanakan sistem ini. Selain itu, sistem
rumah tangga ini juga memberikan peluang dalam
mengimplementasikan otonomi yang luas bagi daerah di Indonesia
yang beragam, sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing
daerah, dengan adanya sistem pengawasan.

Sejak tahun 1945, hubungan pusat-daerah telah mengalami
pasang surut dan berbagai perkembangan. Perubahan yang signifikan
terkait hubungan pusat dan daerah terlihat setelah reformasi, di mana
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, muncul sebagai
regulasi penting yang memberikan wadah bagi pemda untuk
mengambil inisiatif pengembangan daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki. Hal ini mencakup penerapan otonomi daerah,
penghapusan istilah daerah tingkat I/Il, dan pengaturan hubungan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang. Pemberian otonomi kepada daerah
dipahami sebagai langkah untuk mengubah paradigma sentralistik
dalam pemerintahan (Surya et al., 2023).

Resma Bintani Gustaliza

133



Distribusi Kewenangan Pusat dan Daerah Pasca-UU Cipta Kerja

Dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah
dalam mengelola pemerintahan dan mengembangkan wilayah sesuai
dengan karakteristik dan potensi yang ada, paradigma pemerintahan
beralih ke era desentralisasi. Desentralisasi dipandang sebagai
jaminan adanya pembagian kekuasaan sekaligus penyerahan
kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah otonom. Dengan
demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan, dominasi sentralistik
dari pemerintah pusat dapat diminimalisir, dan lebih menghargai
keberagaman daerah serta memberdayakan kemampuan lokal yang
tercermin dalam fungsi-fungsi pemerintahan daerah (Surya et al,
2023).

Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23
Tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
salah satu regulasi penting dalam pengaturan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dalam kerangka negara
kesatuan, pembagian kewenangan ini sangat krusial untuk mencapai
maksud dari pembangunan yang merata dan berkeadilan. UU No. 23
Tahun 2014 tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga memberikan
landasan hukum yang tegas perihal hubungan antara pusat dan
daerah. Hal ini menjadi penting, mengingat Indonesia merupakan
negara majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, dan
potensi daerah yang berbeda-beda.

UU No. 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa hubungan antara
pusat dan daerah dilaksanakan dalam bentuk urusan pemerintahan.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 23 Tahun 2014, yang
dimaksud dengan wurusan pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat. Merujuk pada Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, urusan
pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan
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Peran Utama DPMPTSP dalam Sistem Perizinan Daerah

1. Tugas dan Fungsi DPMPTSP dalam Penyelenggaraan
Perizinan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) memiliki peran yang sangat penting dalam
penyelenggaraan perizinan daerah. Sebagai lembaga yang
diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah, DPMPTSP
bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan
seluruh proses perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
pelaku usaha di tingkat daerah. Fungsi utama DPMPTSP adalah
memberikan izin yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dan
pembangunan, sambil memastikan bahwa izin tersebut
dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nugroho,
2021; Pratiwi, Amiludin, & Asmawi, 2021).

Salah satu tugas utama DPMPTSP adalah memberikan izin
usaha kepada para pelaku usaha yang ingin beroperasi di daerah
tersebut (Nugroho, 2021). Dalam hal ini, DPMPTSP berfungsi
sebagai lembaga yang memberikan izin untuk berbagai jenis usaha,
baik usaha kecil, menengah, maupun besar. DPMPTSP tidak hanya
memberikan izin, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan untuk
memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan mematuhi semua
ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk memeriksa
kelayakan usaha, seperti izin lingkungan atau izin tenaga Kerja,
yang mungkin diperlukan tergantung pada jenis usaha yang
diminta.

Selain itu, DPMPTSP juga memiliki kewenangan untuk
memberikan izin pembangunan, yang mencakup izin mendirikan
bangunan (IMB), izin pemanfaatan lahan, dan izin lainnya yang
berhubungan dengan sektor pembangunan. DPMPTSP memastikan
bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan
tata ruang dan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam
tugas ini, DPMPTSP berperan sebagai pengawas pembangunan
untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan lahan atau
pelanggaran terhadap peraturan pembangunan. Dengan demikian,
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DPMPTSP menjaga agar pembangunan yang terjadi tetap sesuai
dengan kebijakan tata ruang dan rencana pembangunan yang telah
disusun oleh pemerintah daerah.

Sebagai koordinator utama dalam sistem perizinan daerah,
DPMPTSP memiliki tugas untuk mengintegrasikan berbagai jenis
izin yang diperlukan dalam satu pintu. Dalam banyak kasus,
pemberian izin tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi
memerlukan koordinasi antar berbagai dinas dan lembaga, seperti
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perencanaan, atau Badan
Koordinasi Penanaman Modal. DPMPTSP memfasilitasi proses
koordinasi ini dengan cara mengintegrasikan seluruh jenis izin
yang diperlukan dalam satu sistem yang mudah diakses. Hal ini
membantu mencegah tumpang tindih kewenangan, mengurangi
birokrasi yang rumit, serta mempermudah masyarakat dan pelaku
usaha dalam mengajukan permohonan izin.

Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin, tetapi juga
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perizinan
berjalan efisien dan transparan. DPMPTSP menyediakan informasi
yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur perizinan,
persyaratan yang harus dipenuhi, serta waktu yang dibutuhkan
untuk mendapatkan izin. Proses yang transparan ini membantu
menciptakan sistem perizinan yang lebih adil dan dapat dipercaya
oleh masyarakat, karena mereka mengetahui dengan pasti apa
yang harus dilakukan dan dokumen apa yang harus disiapkan.

DPMPTSP juga memiliki peran dalam pengawasan dan
evaluasi terhadap pemegang izin. Setelah izin diberikan, DPMPTSP
bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan
yang dijalankan oleh pemegang izin. Pengawasan ini bertujuan
untuk memastikan bahwa pemegang izin mematuhi semua
ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan
yang diberikan. Misalnya, DPMPTSP akan melakukan pengecekan
terhadap usaha yang telah mendapatkan izin untuk memastikan
bahwa usaha tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan
masyarakat dan lingkungan sekitar.
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Selain itu, DPMPTSP berfungsi sebagai fasilitator bagi pelaku
usaha dan masyarakat yang membutuhkan izin. DPMPTSP
memberikan layanan informasi dan panduan yang diperlukan
untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan
izin. DPMPTSP juga membantu menyelesaikan masalah atau
hambatan yang mungkin dihadapi oleh pemohon izin, seperti
ketidaksesuaian dokumen atau prosedur yang rumit. Dengan
demikian, DPMPTSP memastikan bahwa setiap pemohon izin
mendapatkan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Secara keseluruhan, DPMPTSP memiliki peran yang sangat
penting dalam memastikan bahwa proses perizinan daerah
berjalan dengan lancar, transparan, dan efisien. Dengan tugas dan
fungsi yang dimilikinya, DPMPTSP tidak hanya berperan sebagai
pemberi izin, tetapi juga sebagai pengawas dan fasilitator yang
menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. DPMPTSP
bertanggung jawab untuk menciptakan sistem perizinan yang
berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah yang
terencana, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat
dan pelaku usaha.

2. Penyederhanaan Proses Perizinan oleh DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) berperan besar dalam menyederhanakan proses
perizinan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha
dalam mengakses izin. Salah satu langkah yang diambil oleh
DPMPTSP adalah menerapkan sistem pelayanan satu pintu. Melalui
sistem ini, masyarakat atau pelaku usaha hanya perlu mengurus
izin melalui satu saluran, yaitu DPMPTSP, tanpa perlu mengunjungi
berbagai instansi yang berbeda. Hal ini membuat proses perizinan
lebih efisien dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk
mendapatkan izin.

Selain itu, DPMPTSP juga menggunakan teknologi informasi
untuk mempercepat proses perizinan. Dengan adanya sistem
perizinan online atau biasa disebut Online Single Submission (0SS),
masyarakat dan pelaku usaha bisa mengajukan permohonan izin
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Tinjauan Umum Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) merupakan bentuk

penjabaran pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang

salah satunya diimplementasikan dalam suatu regulasi (risk-based
regulation). Penggunaan risk-based approach dalam perumusan dan
pelaksanaan regulasi karena dinilai mampu meningkatkan efektivitas,
efisiensi dan mendukung pencapaian tujuan publik dengan beban
minimal. Menurut OECD, risiko dipahami sebagai kemungkinan
terjadinya kerugian dalam bentuk apapun beserta potensi besar
tingkat keparahan kerugian tersebut sehingga diperlukan penilaian
dan Klasifikasi tingkat risiko untuk selanjutnya disesuaikan dalam

instrumen regulasi (OECD Public Governance Directorate, 2021). Di

sisi lain menurut Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2025, risiko

adalah “potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.” Risk-based
regulation setidak-tidaknya memuat tahapan sebagai berikut (Black &

Baldwin, 2010) :

1. Menentukan Tujuan Regulasi Dan Risiko
Menetapkan tujuan regulasi dan mengidentifikasi potensi bahaya
risiko yang perlu dikendalikan sehingga terdapat proporsionalitas
dengan menitikberatkan pada regulasi yang berbeda tergantung
tingkat risiko, seperti risiko tinggi yang membutuhkan regulasi
ketat serta risiko rendah yang membutuhkan regulasi minimal.

2. Menentukan Tingkat Toleransi Risiko (Risk Appetite)
Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, jika toleransi risiko
yang dimaksud oleh pemerintah berbeda dengan publik, maka
pemerintah berisiko menghadapi risiko sosial serta politik,
sehingga dengan kata lain toleransi penentuan risiko bersifat
subjektif dan multi-persepsi.

3. Penilaian Dan Identifikasi Risiko (Risk Assessment)

Menilai kemungkinan terjadinya suatu aktivitas yang merugikan
dan dampaknya, nilai dari dampak tersebut beserta biaya dan
manfaat atas dampak aktivitas. Penilaian ini juga
mempertimbangkan pelaku aktivitas dan diperlukan penilaian
apakah risiko dapat dikelola sendiri ataukah membutuhkan pihak
lain.
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4. Prioritisasi Risiko
Hasil penilaian risiko digunakan untuk menentukan prioritas,
berdasarkan karakteristik aktivitas, skala kegiatan, dan riwayat
kepatuhan.

5. Implementasi, Pengawasan Dan Alokasi Sumber Daya
Menentukan langkah pengawasan dan penegakan hukum
berdasarkan tingkat risiko. Langkah yang diambil harus
proporsional dengan konsekuensi ketidakpatuhan dan
mempertimbangkan alternatif pengawasan, penegakan dan
pelaporan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan kepatuhan, menekan biaya administratif dan
kemudahan administrasi.

6. Evaluasi Hasil
Mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mengurangi risiko untuk
mengenali dan meningkatkan perkembangan terhadap risiko baru
atau risiko yang berubah serta memastikan pengelolaan risiko
yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum perizinan, pendekatan berbasis risiko
berfungsi sebagai landasan konseptual dan operasional dalam
pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tentang perizinan yang responsif. Pertama, pendekatan berbasis
risiko dapat berperan sebagai dasar pembentukan norma yang adaptif
terhadap analisis tingkat risiko yang dihadapi dalam suatu aktivitas
yang membutuhkan izin. Melalui pendekatan ini negara dapat
menentukan dan merasionalisasikan apakah sebuah aktivitas
memerlukan intervensi regulasi dan untuk menentukan sejauh mana
intensitas regulasi perlu ditetapkan sehingga normanya proporsional
dan tepat sasaran terhadap suatu aktivitas. Kedua, pendekatan
berbasis risiko menjadi ruang bagi pelaksanaan wewenang bebas dan
wewenang terikat dalam hal pemberian izin sehingga dapat
memberikan ruang bagi pejabat TUN untuk menilai tingkat risiko
case-by-case atau secara kontekstual dan menentukan tindakan
administratif yang paling sesuai dengan objektif. Ketiga, pendekatan
berbasis risiko menjadi dasar diferensiasi dalam rezim perizinan yang
tercermin dalam pengelompokan tingkat risiko usaha yang bermuara
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pada tercapainya efisiensi seperti overregulation dan menekan biaya
kepatuhan (compliance cost) bagi pemilik usaha.

Konsepsi risk-based approach dalam regulasi di Indonesia
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Dalam konteks
regulasi perizinan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko sebagaimana telah diperbaharui melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut secara eksplisit
menandai adanya pergeseran paradigma regulasi yang semula dengan
pendekatan berbasis izin (license-based) dan bertransformasi menjadi
pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Pada mulanya
konsep perizinan adalah pemenuhan persyaratan di awal (ex-ante)
dan berubah menjadi verifikasi dilakukan kemudian (ex-post)
(Yudiantoro et al, 2023). Penggunaan pendekatan tersebut dalam
rangka mencapai efisiensi, mendukung kemudahan berusaha, dan
mencegah hyper-regulation (Al'afghani & Bisariyadi, 2021).

Ditinjau dari perspektif peraturan perizinan, risk-based approach
diwujudkan melalui mekanisme penetapan tingkat risiko yang
dilakukan setelah penilaian analisis risiko yang dilakukan oleh
pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada Kementerian
terkait beserta pelaku usaha dan/atau masyarakat. Pasal 126 PP
Nomor 28 Tahun 2025 mengatur lebih lanjut mengenai analisis risiko,
antara lain melalui:

1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan objek usaha dan
subyek yang melakukan kegiatan usaha melalui pengklasifikasian
jenis kegiatan usaha secara spesifik sehingga bertujuan sebagai
fondasi awal penilaian risiko dan jenis perizinan. Identifikasi ini
merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
sebagai standar nasional kegiatan usaha yang saat ini mengacu
pada dokumen KBLI 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (Nave & Rodrigues,
2023).
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Kerangka Hukum dan Regulasi

1. Hukum Sumber Daya Mineral dan Energi
Hukum sumber daya mineral dan energi adalah rezim hukum yang
mengatur penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan,
dan pengawasan atas sumber daya alam strategis, terutama
mineral, batubara, dan energi. Dalam konteks Indonesia,
fondasinya terletak pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk
mengatur dan mengelola sumber daya alam demi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Karena itu, hukum sumber daya mineral dan
energi tidak hanya berfungsi membuka ruang usaha, tetapi juga
membatasi, mengendalikan, dan mengoreksi pemanfaatan sumber
daya agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengabaikan
kepentingan publik (Ahmad Redi, 2016; Dwi Haryadi, 2018).

Secara karakter, hukum ini menggabungkan unsur hukum
publik dan hukum privat. Unsur publik tampak pada kewenangan
negara dalam menetapkan wilayah tambang, menerbitkan izin,
melakukan pengawasan, dan menjatuhkan sanksi. Unsur privat
tampak pada relasi investasi, kontrak bisnis, pembiayaan, dan
aktivitas korporasi dalam pengusahaan tambang (Ahmad Redi,
2016). Karena itu, hukum sumber daya mineral dan energi pada
dasarnya berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas
pasar, kepastian usaha, dan intervensi negara untuk melindungi
kepentingan umum (Nugroho, 2019).

Di Indonesia, hukum pertambangan juga harus dibaca dalam
kerangka keberlanjutan. Rezim hukum yang terlalu berorientasi
pada investasi dan efisiensi administratif berisiko menggeser
fungsi utama hukum, yaitu menjamin keadilan sosial dan
keberlanjutan ekologis (Ahmad Redi, 2016). Kajian Tijow
menegaskan bahwa rezim perizinan minerba di Indonesia masih
belum sepenuhnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi
dengan tanggung jawab lingkungan dan keadilan distributif,
sehingga reformasi hukumnya harus diarahkan pada paradigma
yang lebih integratif dan berkelanjutan (Margareth Tijow, 2025).
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2. Perizinan dan Regulasi

Perizinan merupakan instrumen inti dalam sektor sumber daya
mineral dan energi karena melalui izin negara menjalankan fungsi
pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Izin
bukan sekadar formalitas administratif, tetapi alat hukum untuk
menentukan siapa yang boleh menambang, di wilayah mana,
dengan syarat apa, dan di bawah pengawasan siapa (Fenty U.
Puluhulawa, 2014; Nugroho, 2019). Dalam perspektif hukum
administrasi, izin berfungsi konstitutif karena melahirkan hak
berusaha, tetapi juga preventif karena memuat batasan, kewajiban,
dan mekanisme pengawasan.

Masalah utamanya, perizinan pertambangan hampir selalu
bersinggungan dengan berbagai rezim hukum lain, seperti hukum
kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, dan keselamatan kerja.
Hal ini menyebabkan proses perizinan menjadi panjang,
bertingkat, dan sering tidak sinkron. Nasir menunjukkan bahwa
regulasi tambang batubara di Indonesia sangat berkaitan dengan
sektor lingkungan, kehutanan, tata ruang, dan pemerintahan
daerah, serta berada dalam sistem kewenangan yang bertingkat
antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Mohamad Nasir,
2022). Akibatnya, dinamika regulasi tersebut justru melahirkan
ketidakpastian hukum dalam tata kelola izin.

Tumpang tindih regulasi juga diperparah oleh perubahan
berulang dalam distribusi kewenangan. Pergeseran dari rezim
desentralisasi ke sentralisasi, sebagaimana dibahas oleh Harun et
al, memang dimaksudkan untuk memperkuat kontrol negara,
tetapi juga memunculkan problem baru berupa transisi
kelembagaan, kebingungan prosedur, dan melemahnya peran
daerah dalam pengawasan. Dalam praktik, kondisi ini membuat
izin pertambangan tidak selalu berfungsi sebagai alat tata kelola
yang efektif, melainkan kadang justru menjadi sumber konflik,
ketidakpastian, dan kerusakan lingkungan (Harun et al., 2023).

Dengan demikian, kerangka regulasi di sektor ini menuntut
harmonisasi yang kuat antarundang-undang, Kkejelasan
kewenangan, dan integrasi sistem perizinan lintas sektor. Tanpa
itu, izin akan kehilangan fungsi pengendaliannya dan hanya
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menjadi alat legalisasi formal atas kegiatan yang secara sosial dan
ekologis problematik.

. Problematikan Rezim Perizinan Pertambangan

Dalam sektor pertambangan, asas-asas hukum yang menopang
pengelolaannya juga menunjukkan bahwa rezim ini tidak dibangun
hanya untuk memfasilitasi eksploitasi komoditas. Hukum
pertambangan diorientasikan pada asas manfaat, keadilan dan
keseimbangan, keberpihakan kepada Kkepentingan bangsa,
partisipatif, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan. Artinya, hukum sumber daya mineral dan
energi tidak cukup hanya menjamin legalitas usaha, tetapi juga
harus menata distribusi manfaat, mencegah kerusakan ekologis,
dan melindungi kepentingan generasi mendatang. Dalam
konstruksi demikian, hukum sumber daya mineral dan energi
merupakan instrumen tata kelola yang bersifat korektif sekaligus
distributif: korektif karena membatasi dan mengendalikan dampak
negatif kegiatan usaha, dan distributif karena mengarahkan hasil
pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan nasional dan
kesejahteraan umum (Dwi Haryadi, 2018).

Perkembangan mutakhir juga menunjukkan bahwa hukum
mineral dan energi bergerak menuju model tata kelola yang
semakin menekankan transparansi kelembagaan, akuntabilitas
regulatif, dan keberlanjutan. Dalam sektor energi, regulasi yang
efektif dipahami sebagai syarat penting bagi penguatan investasi,
pengembangan energi berkelanjutan, dan pencapaian tujuan
pembangunan global, termasuk akses energi yang andal dan
berkelanjutan. Dengan demikian, hukum sumber daya mineral dan
energi modern tidak lagi dapat disusun hanya dari sudut pandang
eksploitasi komoditas, tetapi harus memperhitungkan kualitas
institusi, efektivitas kebijakan, dan kemampuan regulasi untuk
menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab
sosial dan ekologis (Drago & Gatto, 2022).

Dalam kerangka tersebut, perizinan menempati posisi yang
sangat sentral. Perizinan di sektor pertambangan, energi, dan
sumber daya alam tidak dapat direduksi menjadi prosedur
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Digitalisasi Perizinan Lingkungan

Digitalisasi Perspektif Hukum Administrasi Negara
Administrasi yang kompeten berperan penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efektivitas
dan efisiensi tersebut menjadi penting karena proses perumusan
hingga implementasi kebijakan melibatkan penyusunan rencana
strategis. Pada era digital, adanya optimalisasi terhadap efisiensi
pemerintahan dapat direspons melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang mampu mempercepat arus informasi
sekaligus meningkatkan transparansi. Transparansi yang lahir dari
digitalisasi pemerintahan merupakan bagian dari upaya reformasi
birokrasi dalam tubuh pemerintahan (Afdila & Adnan, 2022, p. 27).

Reformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu
bentuk nyata dari reformasi tersebut adalah penerapan teknologi
informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan, yang
kemudian mendorong digitalisasi di berbagai sektor publik.
Digitalisasi pelayanan publik, yang telah mendapatkan landasan
hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa sistem pelayanan publik
harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
memperoleh layanan yang berkualitas dan memuaskan (Afdila &
Adnan, 2022).

Adanya kemajuan teknologi, berbagai negara mulai menerapkan
model digitalisasi dalam administrasi publik sebagai upaya untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Digitalisasi
administrasi publik memungkinkan terbentuknya sistem pelayanan
yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi digital
turut mendukung percepatan proses pengambilan keputusan serta
meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Digitalisasi
berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui
penyediaan layanan yang lebih merata di berbagai wilayah (Arifin &
Katili, 2024, p. 2). Perubahan transformasi digital meliputi
transformasi budaya organisasi, pendekatan manajerial, serta sistem
pengelolaan pelayanan publik. Salah satu faktor utama yang
mendorong transformasi tersebut adalah meningkatnya tuntutan
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masyarakat terhadap layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Dalam hal ini, pemerintah di berbagai negara mulai mengadopsi
sistem e-government yang memungkinkan masyarakat memperoleh
layanan publik secara daring, sehingga dapat meminimalkan
hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan aksesibilitas layanan
(Agustin et al., 2025).

Transformasi pelayanan publik merupakan perubahan mendasar
dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat
dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepuasan
pengguna. Perubahan ini meliputi pergeseran budaya organisasi,
pendekatan manajerial, dan sistem pengelolaan pelayanan. Dorongan
utama transformasi tersebut berasal dari meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap layanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
Dalam hal ini, berbagai negara mulai mengadopsi sistem e-government
yang memungkinkan akses layanan publik secara daring, sehingga
mampu mengurangi hambatan birokrasi dan memperluas
aksesibilitas. Selain itu, transformasi ini juga ditandai dengan
penerapan prinsip manajemen modern, seperti manajemen berbasis
kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Transformasi
pelayanan publik juga berperan dalam memperkuat transparansi dan
akuntabilitas, di mana pemanfaatan teknologi informasi
memungkinkan penyediaan data dan informasi publik secara lebih
terbuka, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam
pengawasan, evaluasi kinerja pemerintah, serta proses pengambilan
keputusan (Ilyasi, 2025).

Penerapan e-government yang dirancang secara optimal dapat
berkontribusi dalam memulihkan kepercayaan masyarakat melalui
peningkatan transparansi, aksesibilitas, komunikasi, serta kualitas
layanan publik yang dirasakan. Keberhasilan implementasi e-
government setidaknya ditentukan oleh dua hal, yaitu partisipasi aktif
masyarakat dalam memanfaatkan platform yang disediakan serta
kemampuan pemerintah dalam menghadirkan sistem yang mampu
melibatkan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Penting
bagi platform yang dikembangkan untuk memiliki kualitas yang dapat
dirasakan secara nyata dan berorientasi pada pelayanan. Hal ini
mengandung makna bahwa layanan harus dirancang agar mudah
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digunakan serta mampu menciptakan hubungan yang berkelanjutan
dan interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Secara lebih
spesifik, kualitas layanan tersebut dapat diukur melalui lima aspek
utama, yaitu efisiensi, perlindungan privasi, pemenuhan layanan,
ketersediaan sistem, dan daya tanggap (Junaidi, 2021).

Hukum administrasi negara merupakan prinsip utama dalam
mengatur tata kelola pemerintahan terhadap pelayanan publik.
Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka
administrasi pemerintah berada pada parameter hukum dan keadilan
(Riziq & Hotijah, 2025). Implementasi reformasi hukum administrasi
negara, didukung adanya digitalisasi. Adanya digitalisasi mampu
mengoptimalkan proses pelayanan dan mendorong transparansi
penyelenggaraan pemerintahan. Adanya integrasi teknologi terhadap
reformasi birokrasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
di era digital (Sugiarto, 2026).

Digitalisasi pelayanan publik dalam kerangka hukum
administrasi negara, dalam hal ini merupakan dasar hukum dalam
penyusunan kebijakan digitalisasi pelayanan oleh pemerintah, dengan
tujuan dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat.
Kebijakan digitalisasi dalam e-government diperlukan keselarasan
antara aturan hukum dan budaya pada masyarakat. Pada inovasi
kebijakan digitalisasi tidak hanya berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, tetapi juga harus mempertimbangkan partisipasi
masyarakat dan dasar hukum yang sesuai.

Transformasi Pelayanan Perizinan Lingkungan Berbasis
Digital

Pemanfaatan digitalisasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) di Indonesia memberikan peluang sekaligus kekuatan bagi
pemerintah dalam mendorong inovasi pembangunan aparatur negara
melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
atau e-government. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan digitalisasi dan TIK sebagai sarana pemberian
layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku
usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana
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Pentingnya Keamanan Data dalam Proses Perizinan

1. Ancaman terhadap Keamanan Data dalam Proses Perizinan
Dalam proses perizinan, keamanan data menjadi salah satu hal
yang sangat penting, karena data yang diberikan oleh pelaku usaha
sering kali bersifat sensitif dan mengandung informasi yang sangat
bernilai. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data
pribadi serta informasi bisnis menghadirkan berbagai ancaman
yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan data tersebut.
Ancaman yang paling umum dihadapi adalah pencurian data oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencurian ini dapat terjadi
baik melalui cara fisik, seperti pencurian dokumen, maupun secara
digital, seperti peretasan sistem yang menyimpan data tersebut.

Selain pencurian data, serangan siber juga menjadi ancaman
yang semakin nyata dalam dunia digital saat ini. Pelaku serangan
siber dapat mengakses sistem informasi perizinan melalui
berbagai metode, seperti peretasan, malware, atau teknik phishing
yang dirancang untuk menipu pengguna agar memberikan
informasi sensitif. Dalam konteks perizinan, serangan siber dapat
mengarah pada pembocoran data pribadi atau bahkan perubahan
data yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh
DPMPTSP atau pemangku kepentingan lainnya (Salman & Alsajri,
2023). Akibatnya, proses perizinan menjadi tidak valid, atau
bahkan menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi pihak
yang terlibat.

Serangan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam
proses perizinan juga dapat menyebabkan kerusakan sistem yang
serius, yang menghambat kelancaran administrasi perizinan
(Aprianto, Hermana, & Francisco, 2025). Misalnya, jika serangan
menyebabkan sistem perizinan tidak dapat diakses atau data yang
telah dimasukkan hilang, maka seluruh proses perizinan bisa
terhenti atau terlambat. Ini tidak hanya merugikan pemohon izin,
tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum,
menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan merusak citra
institusi yang bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut.
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Selain itu, insider threat atau ancaman dari dalam organisasi
juga perlu diperhatikan. Karyawan atau pihak yang memiliki akses
terhadap data perizinan dapat dengan sengaja atau tidak sengaja
membocorkan atau menyalahgunakan data yang mereka kelola
(Taal, Le, Ponce de Leon, A. Sherer, & S. Jenson, 2017). Meskipun
serangan dari luar organisasi sering kali lebih mendapat perhatian,
ancaman dari dalam bisa sama berbahayanya karena orang yang
bekerja dalam sistem perizinan memiliki akses langsung ke
informasi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, mengelola akses
dan memberikan pelatihan keamanan bagi staf adalah langkah
penting untuk mengurangi risiko ini.

Ancaman lainnya adalah kesalahan manusia yang dapat terjadi
selama pengelolaan data. Kesalahan dalam memasukkan data,
pengelolaan file, atau kelalaian dalam mengamankan informasi
dapat mengakibatkan kebocoran data secara tidak sengaja.
Misalnya, dokumen yang berisi data sensitif bisa saja dikirim ke
pihak yang salah atau dibiarkan tanpa pengamanan yang memadai.
Meskipun ini bukan tindakan yang disengaja, kesalahan manusia
bisa berisiko tinggi bagi integritas data dan keamanan sistem
(GOUNINE, MINAOUI, & EIAROUSS]I, 2023).

Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga juga membawa
potensi ancaman terhadap keamanan data. Banyak sistem
perizinan yang melibatkan pihak ketiga dalam penyimpanan data
atau layanan terkait lainnya, seperti perusahaan teknologi atau
penyedia layanan cloud. Jika pihak ketiga ini tidak memiliki sistem
keamanan yang memadai atau terjadi kelalaian dalam pengelolaan
data, maka data perizinan yang seharusnya aman bisa menjadi
rentan terhadap akses yang tidak sah. Oleh karena itu, penting
untuk memilih mitra yang memiliki standar keamanan tinggi dan
dapat dipercaya dalam menjaga data.

Regulasi yang tidak memadai atau tidak terupdate terkait
dengan keamanan data juga dapat memperburuk situasi. Dalam
beberapa kasus, peraturan yang ada mungkin tidak sepenuhnya
mencakup risiko terbaru yang muncul seiring dengan
perkembangan teknologi informasi. Tanpa regulasi yang kuat dan
up-to-date, instansi yang bertanggung jawab atas perizinan bisa
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kesulitan dalam menghadapi ancaman baru, seperti serangan siber
yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting untuk memiliki
kebijakan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan yang
terjadi di dunia digital.

Terakhir, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya
keamanan data di kalangan pelaku usaha dan masyarakat juga
menjadi salah satu ancaman yang sering kali diabaikan. Banyak
pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami betapa
pentingnya untuk menjaga data pribadi dan bisnis mereka selama
proses perizinan. Tanpa pemahaman yang baik tentang potensi
risiko dan cara melindungi data, mereka bisa menjadi sasaran
serangan siber atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, edukasi
tentang pentingnya keamanan data bagi semua pihak yang terlibat
dalam proses perizinan sangat diperlukan untuk mencegah
terjadinya insiden yang merugikan.

. Perlindungan terhadap Data Sensitif dalam Proses Perizinan
oleh DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi
data sensitif yang diberikan oleh pelaku usaha selama proses
perizinan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha diharuskan untuk
memberikan informasi pribadi, data finansial, dan rincian bisnis
yang sangat bernilai (Lely Indah Mindarti, Nurjati Widodo, 2020).
Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan dan keamanan data ini
menjadi kewajiban utama DPMPTSP untuk mencegah risiko
kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Perlindungan data
yang efektif memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak
jatuh ke tangan yang salah dan tidak digunakan untuk tujuan yang
merugikan.

Langkah pertama yang harus diambil oleh DPMPTSP adalah
menerapkan kebijakan keamanan data yang jelas dan ketat.
Kebijakan ini mencakup aturan yang mengatur cara
mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang diberikan
oleh pemohon izin. DPMPTSP harus memastikan bahwa hanya data
yang relevan untuk proses perizinan yang dikumpulkan, dan
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Pendahuluan

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia merupakan
bagian dari agenda besar reformasi struktural hukum administrasi
negara yang diarahkan pada peningkatan kemudahan berusaha (ease
of doing business), kepastian hukum, serta daya saing investasi
nasional. Reformasi tersebut mencapai titik akselerasi melalui
penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang
terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (0SS).
Namun, di balik desain integratif tersebut, terdapat persoalan
fundamental yang sering kali luput dari perhatian normatif, yaitu
interoperabilitas data antar Kementerian dan Lembaga (yang
selanjutnya disingkat dengan K/L).

Interoperabilitas data bukan sekadar isu teknis teknologi
informasi, melainkan persoalan tata kelola negara (state governance).
Dalam sistem administrasi modern, data telah bertransformasi
menjadi instrumen kekuasaan administratif (administrative power
instrument). Keputusan perizinan pada era digital tidak lagi
sepenuhnya bergantung pada verifikasi manual pejabat, melainkan
pada validasi sistem yang bersumber dari pertukaran data lintas
institusi. Sehingga kualitas dan integrasi data menentukan validitas
keputusan administrasi yang dihasilkan (Fountain, 2001).

Secara konseptual, sistem OSS dibangun atas asumsi bahwa
seluruh K/L yang memiliki kewenangan substantif dalam penerbitan
izin dapat berbagi dan memanfaatkan data secara terintegrasi. Namun
asumsi ini berhadapan dengan realitas birokrasi sektoral yang secara
historis berkembang dalam struktur kewenangan yang
terfragmentasi. Setiap kementerian dan lembaga memiliki basis data,
standar Kklasifikasi, serta mekanisme pengelolaan informasi yang
berbeda. Fragmentasi ini menciptakan potensi disharmonisasi dalam
implementasi sistem perizinan berbasis elektronik.

Perspektif hukum administrasi memandang bahwa fragmentasi
kewenangan merupakan konsekuensi dari asas atribusi dan delegasi
kewenangan yang melekat pada masing-masing organ pemerintahan
(Hadjon, 2008). Setiap organ memiliki kompetensi spesifik yang tidak
dapat diambil alih tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu,
integrasi sistem melalui OSS tidak serta merta menghapus batas-batas
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kewenangan tersebut. Interoperabilitas data harus dirancang
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sentralisasi
kewenangan terselubung yang berpotensi melanggar asas legalitas.

Lebih jauh, interoperabilitas data memiliki implikasi langsung
terhadap prinsip kepastian hukum. Dalam sistem berbasis risiko,
klasifikasi tingkat risiko usaha sangat bergantung pada akurasi dan
sinkronisasi data. Ketidaksinkronan data antara kementerian teknis
dan sistem pusat dapat mengakibatkan kesalahan klasifikasi risiko,
yang pada akhirnya berdampak pada hak dan kewajiban pelaku usaha.
Dalam konteks ini, interoperabilitas bukan hanya soal efisiensi, tetapi
juga perlindungan hak konstitusional warga negara untuk
memperoleh pelayanan publik yang adil dan pasti (Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah aspek perlindungan
data dan keamanan informasi. Integrasi lintas K/L berarti terjadinya
perluasan akses terhadap data strategis, termasuk data identitas,
kepemilikan usaha, hingga informasi finansial. Tanpa mekanisme
pengendalian yang jelas mengenai siapa pengendali data (data
controller), siapa pemroses data (data processor), serta bagaimana
tanggung jawab hukum dibebankan, interoperabilitas berpotensi
menimbulkan risiko hukum baru dalam bentuk kebocoran atau
penyalahgunaan data (lihat UU 27/2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi).

Dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), interoperabilitas telah ditegaskan sebagai prinsip dasar
penyelenggaraan layanan publik digital. SPBE menghendaki adanya
arsitektur sistem yang terpadu, berbagi pakai data, serta penggunaan
standar yang seragam secara nasional (Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Maka
dari itu, interoperabilitas dalam perizinan berusaha bukan sekadar
kebijakan administratif, melainkan mandat regulatif yang memiliki
konsekuensi yuridis.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat ketegangan konseptual
antara integrasi digital dan otonomi kelembagaan. Di satu sisi,
integrasi diperlukan untuk menghindari duplikasi prosedur dan
mempercepat pelayanan. Di sisi lain, setiap K/L tetap memiliki
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tanggung jawab substantif atas keputusan yang berada dalam lingkup
kewenangannya. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar:
apakah interoperabilitas akan memperkuat koordinasi administratif
atau justru menciptakan ambiguitas pertanggungjawaban hukum?

Mengaca pada konteks tersebut, pembahasan mengenai
interoperabilitas data antar kementerian dan lembaga dalam sistem
perizinan berusaha menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya
menyoroti aspek teknis dan normatif, tetapi juga menganalisis
implikasinya terhadap struktur kewenangan, asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB), serta arah transformasi digital
administrasi negara Indonesia.

Kajian ini menempatkan interoperabilitas data sebagai isu
strategis dalam reformasi perizinan berusaha, yang berada pada
persimpangan antara hukum administrasi, tata kelola digital, dan
perlindungan hak warga negara. Analisis yang komprehensif
diperlukan agar integrasi digital tidak berhenti pada level sistem,
tetapi benar-benar memperkuat kualitas penyelenggaraan
pemerintahan.

Landasan Teoretis Interoperabilitas dalam Administrasi
Publik
1. Konseptualisasi Interoperabilitas dalam Pemerintahan
Digital
Dalam literatur administrasi publik modern, interoperabilitas
dipahami sebagai kemampuan sistem, organisasi, atau entitas
pemerintahan untuk bertukar data dan menggunakan informasi
yang dipertukarkan tersebut secara efektif dalam mendukung
pelaksanaan fungsi publik (European Commission, 2017). Definisi
ini menegaskan bahwa interoperabilitas tidak berhenti pada
proses transfer data (data exchange), melainkan mencakup
kemampuan untuk memaknai (data interpretation) dan
memanfaatkan (data utilization) informasi secara konsisten lintas
institusi.
Kerangka interoperabilitas dalam tata kelola digital umumnya
dibagi dalam tiga tingkatan utama, yaitu interoperabilitas teknis,
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Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi
negara yang paling sentral dalam pengaturan hubungan antara
pemerintah dan warga negara, khususnya pelaku usaha (Asshiddiqie,
2006: 12-15). Selama beberapa dekade pasca kemerdekaan, sistem
perizinan di Indonesia dibangun di atas paradigma “ex-ante licensing”,
yakni pendekatan yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk
terlebih dahulu memperoleh izin sebelum menjalankan kegiatan
usahanya. Paradigma ini, meskipun secara teoritis bertujuan
melindungi kepentingan umum, dalam praktiknya melahirkan
birokrasi yang berbelitt membuka celah penyalahgunaan
kewenangan, dan menghambat iklim investasi nasional. Kesadaran
akan ketidakefisienan sistem tersebut mendorong pergeseran
paradigma yang fundamental melalui serangkaian reformasi regulasi,
yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023).

Transformasi paling mendasar yang ditandai oleh reformasi
regulasi tersebut adalah pergeseran dari pendekatan perizinan ex-
ante menuju pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach.
(Hadjon, 2011) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu
rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, yang masing-
masing membawa konsekuensi perizinan yang berbeda. Pendekatan
ini sejalan dengan praktik regulasi terbaik di berbagai negara maju
yang menempatkan proporsionalitas dan efisiensi sebagai prinsip
utama dalam penyelenggaraan perizinan (PP No. 5 Tahun 2021).
Melalui sistem Online Single Submission Risk-based approach (OSS-
RBA), pemerintah berupaya memangkas prosedur birokrasi sekaligus
menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perubahan paradigma
ini juga berdampak langsung pada distribusi kewenangan perizinan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menegaskan
ulang prinsip sentralisasi normatif di satu sisi dan dekonsentrasi
pelayanan di sisi yang lain.
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Konsekuensi logis dari penerapan risk-based approach adalah
meningkatnya signifikansi fungsi pengawasan dan sanksi
administratif sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam konstruksi
hukum perizinan yang lama, kewajiban memperoleh izin terlebih
dahulu (ex-ante) menjadi benteng pertama pencegahan pelanggaran.
Sebaliknya, dalam sistem berbasis risiko, kepatuhan pelaku usaha
lebih banyak dijamin melalui mekanisme pengawasan pasca berusaha
(ex-post) yang terstruktur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan telah meletakkan fondasi
normatif bagi tindakan administratif pemerintah, (UU No. 30 Tahun
2014) termasuk pemberian sanksi administratif mulai dari peringatan
tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan
perizinan. Dalam kerangka inilah, pemahaman mendalam tentang
ruang lingkup kewenangan pengawasan, prosedur penjatuhan sanksi,
dan jaminan hak-hak pelaku usaha menjadi semakin krusial bagi para
praktisi maupun akademisi hukum (Tjandra, 2018).

Di samping berbagai kemajuan yang dicapai, transformasi sistem
perizinan menuju platform digital justru melahirkan tantangan baru
yang tidak kalah kompleks dalam konteks penegakan hukum.
Implementasi sistem OSS-RBA yang mulai berjalan sejak tahun 2021
mengungkap berbagai persoalan teknis dan yuridis, di antaranya
ketidaksesuaian data antara sistem pusat dan daerah, ambiguitas
kewenangan dalam penerbitan dan pencabutan perizinan digital,
serta minimnya Kkapasitas pengawasan berbasis teknologi di
lingkungan pemerintah daerah (LKPP, 2022) Lebih jauh, digitalisasi
perizinan juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang validitas
hukum dokumen perizinan elektronik, tanggung jawab hukum atas
kegagalan sistem, serta perlindungan data pelaku usaha dalam
ekosistem digital. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 bahkan telah menyatakan bahwa proses
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, (MK RI,
2021) sehingga menambah dimensi ketidakpastian hukum dalam
ekosistem perizinan berusaha nasional. Keseluruhan dinamika
tersebut menegaskan urgensi hadirnya kajian akademik yang
komprehensif dan sistematis guna memetakan kerangka hukum
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perizinan berusaha Indonesia dari aspek teori, kewenangan, hingga
tantangan transformasi digitalnya. (OECD, 2010: 9-12)

Konsep dan Teori Sanksi Administratif dalam Hukum
Administrasi Negara
1. Pengertian dan Fungsi Sanksi Administratif
Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penegakan
hukum yang melekat pada hukum administrasi negara dan
berfungsi sebagai reaksi hukum terhadap pelanggaran norma
administrasi yang dilakukan oleh subyek hukum, baik orang
perseorangan maupun badan hukum. Berbeda dengan sanksi
pidana yang berorientasi pada pembalasan dan penjeraan
personal, sanksi administratif memiliki karakter fungsional yang
bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan hukum
administrasi yang terganggu (Ridwan HR, 2014). Philipus M.
Hadjon mendefinisikan sanksi administratif sebagai alat kekuasaan
yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh penguasa
sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang
terdapat dalam norma hukum administrasi (Ridwan HR, 2014).
Berdasarkan fungsinya, sanksi administratif dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga instrumen utama, yaitu instrumen Kkorektif,
instrumen preventif, dan instrumen represif.
a. Instrumen Korektif
Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif
manakala penerapannya diarahkan untuk memulihkan keadaan
yang telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ke
kondisi semula (Indroharto, 1993). Contoh paling nyata dari
fungsi korektif ini adalah perintah pemulihan (herstelsanctie)
berupa kewajiban untuk membongkar bangunan yang tidak
berizin, membersihkan pencemaran lingkungan, atau
menghentikan kegiatan yang melanggar izin. Dalam konteks
perizinan berusaha, fungsi korektif sanksi administratif tampak
pada perintah pemenuhan standar yang diterbitkan aparat
pengawas kepada pelaku usaha yang terindikasi tidak
memenuhi persyaratan teknis sesuai izin yang dimilikinya.
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Teori, Kewenangan, dan Transformasi Digital
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khususnya di bidang hukum penanaman modal dan perizinan berusaha, yang
terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan
perkembangan teknologi. Perizinan berusaha merupakan pintu gerbang
utama bagi iklim investasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Perppu Nomor 2
Tahun 2022) serta turunannya, seperti Peraturan Pemerintah tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), lanskap hukum perizinan
berubah secara fundamental. Buku ini hadir untuk mengupas secara
sistematis, mulai dari fondasi teori kewenangan pemerintah di bidang
perizinan, pergeseran paradigma dari bestuursvergunning menuju perizinan
berusaha, hingga implementasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai
bentuk transformasi digital pelayanan publik. Lebih rinci pembahasan pada
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